
b. bahwa untuk mengoptimalkan pemberian Insentif sebagai 

penghargaan atas kinerja pemungutan Retribusi Pelayanan 

Pasar, dan berlakunya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Cirebon, perlu mengubah Peraturan Bupati Cirebon 

Nomor 100 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan 

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 100 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan 

Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar; 

Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

Cirebon Nomor 100 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian 

Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan 

Pasar; 

Menimbang : a. bahwa pemberian dan pernanfaatan insentif pemungutan 
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5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah 

Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 5); 

6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 100 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Cirebon 

Tahun 201 7 Nomor 100); 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republk 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
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5. Kepala Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas 

untuk melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi 

Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi Perdagangan pada 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. 

3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Cirebon. 

2. Bupati adalah Bupati Cirebon. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon; 

Pasal 1 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 100 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 

Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah 

Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 100) diubah sebagai 

berikut: 

Pasal I 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA 

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN TNSENTIF PEMUNGUTAN 

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR. 

MEMUTUSKAN : 

7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah 

Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20); 
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b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab 

pengelolaan keuangan daerah; 

c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan 

keuangan daerah; dan 

d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut 

Retribusi. 

masing- Retribusi sesuai dengan tanggung jawab 

masing; 

(1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan 

Retribusi. 

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara 

proporsional dibayarkan kepada: 

a. Pejabat dan pegawai lnstansi Pelaksana Pemungut 

Pasal 3 

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi 

se bagai beriku t: 

6. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut 

lnsentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan 

sebagai penghargaan atas kinerja tertent.u dalam 

melaksanakan pemungutan Retribusi. 

7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan 

besamya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan 

retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan 

penyetorannya. 

8. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut 

Retribusi adalah Retribusi yang dipungut atas penyediaan 

fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa toko, kios, los 

dan lemprakan yang dikelola Pemerintah Daerah, dan 
khusus disediakan untuk pedagang. 

9. Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi adalah Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon 
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6. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75°/o 

(tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan 

pada awal triwulan IV. 

(empat puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum 

dibayarkan pada awal triwulan III. 

5. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40~/o 

(empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan 

untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II. 

11 1\--i.....;,_ __,.:a_ -1,h.:- ... ~ ....... ...,,,__ TI realisasi ~------..: ./1()0/_ ,. • n1-'a.u.u.a. 1-'a.ua. C1A.I.J..U. LJ. J. \I\' LUO.J.J. J. J. c;Q.J.1.;:,a.;:, .U.J.CJ.J.\,0.1-'a.J. ,v /U 

3. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari lS°!o 

(lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal 

triwulan II. 

2. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima 

belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal 

triwulan II. 

d. sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus perseratus) 

c. sampai dengan triwulan III : 75o/o (tujuh puluh lima 

perseratus) 

puluh (em pat b. sampai dengan triwulan II : 40% 

perseratus) 

a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus); 

1. Yang dimaksud dengan kinerja tertentu dalam Pasal 4 

ayat ( 1) adalah pencapaian target penerimaan Retribusi 

yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, dengan ketentuan: 

Pasal 5 

3. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (10), 

sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

(3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan 

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum 

diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi. 
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(1) Besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap 

bulannya berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi 

tahuri anggaran sebelumnya dengan ketentuan di bawah 

Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), diberikan 

Pasal 8 

5. Ketentuan Pasal 8 ayat ( 1) dan ayat (3) diubah, sehingga 

Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

(2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah tahun anggaran berkenaan. 

(1) Besarnya Insentif ditetapkan 5°/o (lima perseratus) dari 

rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran 

berkenaan. 

Pasal 7 

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi 

sebagai berikut: 

7. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75°/o 

(tujuh puluh lima perseratus), Insentif tidak diberikan pada 

awal triwulan IV. 

8. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai lOOo/o 

(seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk 

triwulan yang belum dibayarkan. 

9. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100°/o 

(seratus per seratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh 

lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan 

triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan. 

10. Dalam hal target kinerja triwulan IV telah dicapai dan/atau 

melampaui target, maka insentif dibayarkan pada 

triwulan IV dan/atau pada awal triwulan I tahun berikutnya 

sesuai dengan realisasi penerimaan pada akhir triwulan IV. 
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Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian 

1. Kepala Sub Bagian Umum dan 1,50°/o 
Kepegawaian pada Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian 

Perencanaan, 3,00°/o 
Perindustrian 

k. Kepala Sub Bagian 

dan Perdagangan Din as pada 

Perdagangan pada Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian 

J. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset 4,00% 

Distribusi 5,00°/o Pelaku Seksi 1. Kepala 

Perindustrian 

g. Sekretaris Dinas Perdagangan dan 6, 00°/o 
Perindustrian 

h. Kepala Bidang Sarana dan Pelaku 6,50% 
Distribusi Perdagangan pada Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian 

dan 10,0% Perdagangan Din as f. Kepala 

Pembangunan 

e. Kepala Badan Keuangan dan Aset 2,50°/o 
Dae rah 

a. Bupati 10,0% 

b. Wakil Bupati 7,50°/o 

c. Sekretaris Daerah 5,00o/o 

d. Asisten Perekonomian dan 2,50% 

ayat (1) diberikan dengan ketentuan: 

7 Pasal dalam dimaksud (3) Insentif sebagaimana 

paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang 

melekat. 

(2) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat 

sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai 

penerimaan daerah. 
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IREBON TAHUN 2021 NOMOR 1 48 
' <, ---- BERITADAER 

,'{'!lM''N\'i'l'/Y?'~ERAH KABUPATEN CIREBO N, 
:0-1/ 

Diundangkan di Sumber 

pada tanggal 30 November 2021 

IMRON 

TID 

Ditetapkan di Sumber 

pada tanggal 26 November 2021 

BUPATI CIREBON, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Cirebon. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

Dinas 1,50°/o 

m. Kepala Seksi Sarana Distribusi 3,00°/o 

Perdagangan pada Dinas Perdagangan 
dan Perindustrian 

n. Bendahara Penerimaan pada Dinas 3,00o/o 

Perdagangan dan Perindustrian 
o. Bendahara Pengeluaran pada Dinas 3,00°/o 

Perdagangan dan Perindustrian 
p. Kepala Pasar (9 Orang) 18,0°/o 

q. Staf Administrasi pada Bidang Sarana 5,00% 

dan Pelaku Distribusi Perdagangan 
r. Pengurus Barang pada Dinas 1,50% 

Perdagangan dan Perindustrian 
s. Petugas Verifikasi pada Dinas 1,50°/o 

Perdagangan dan Perindustrian 
t. Petugas Akuntansi pada 

Perdagangan dan Perindustrian 


